
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

Pena ta usahaan, dan Pelaksanaan Penganggaran, 

a. bahwa pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di Kota 

Magelang telah diatur dengan Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 31 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Menimbang 

WALIKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR M TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA MAGELANG 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG 

TAHUN 2019 NO MOR 

WALIKOTA MAGELANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Evaluasi Belanja Hi bah dan Bantuan Sosial Yang 

Ber surnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

Mengingai 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ten tang 
Pem ben tukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

PerLanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Penatausahaan, dan Pelaksanaan Penganggaran, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Nomor 31 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Penatausahaan, dan Pelaksanaan Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 

Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Cara tentang Tata 2017 Tahun 

b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika 

peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun 

daerah maka, Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 
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Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5430); 

ten tang 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun~awab Keuangan 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 

2014 Nomor 199); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 11 

Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang 

Nomor 58); 
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
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PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
MAGELANG. 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan 

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 446); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

24. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 

Nomor 31); 
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Pasal 42A 

(1) Alokasi anggaran Bantuan Sosial ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Penetapan, kecuali ditentukan lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 42A diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Perubahan Tahun Anggaran 2018 dikecualikan dari 

ketentuan Peraturan Walikota ini. 

Dae rah 

dalam telah dialokasikan 

dan Belanja Pendapatan Anggaran 

(2) 

Pasal 16A 

(1) Alokasi anggaran Hibah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perietapan, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Usulan Hibah yang 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang 

Nomor 31 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 201 7 

Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 36) 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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SERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR ',9 

JOKO BUDIYONO 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
I ' 

Diundangkan di Magelang 

pada tanggal 1 Jvl1 Jo13 

SIGIT WIDYONINDITO 

an di Magelang 
tJ ()vi,· ;2019 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

memerin tahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal II 

(2) Usulan Bantuan Sosial yang telah dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 dikecualikan dari ketentuan Peraturan 

Walikota ini. 
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